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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul
“Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kec. Brondong Kabupaten
Lamongan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan
para tokoh mengenai tradisi penyerahan Barang Gawan sebagai syarat perkawinan di desa
Brengkok kecamatan Brondong kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni
menggambarkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola
pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil yang ditemukan dalam Penelitian ini adalah Pertama dalam pandangan
masyarakat desa Brengkok bahwa tradisi pemberian barang gawan dalam perkawinan tidak
dilarang, dan tidak punya dampak positif bahkan hal ini menjadi motivator bagi pemuda
brengkok untuk bekerja. Kedua dalam pandangan hukum Islam juga tidak diharamkan, karna
maslahanya lebih besar dari pada mudharotnya.

Barang-barang Gawan ini dipastikan selalu setiap perkawinan yang berlangsung di
desa Brengkok. Barang Gawan ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul seperti halnya
mas kawin tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah tradisi yang dianggap
‘wajib’. '

Dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari
desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai
barang-barang Gawan ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga
desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan mempelai laki-
laki dari luar desa Brengkok.

Sedangkan dampak ekonominya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah
keluarga yang mempunyai anak laki-laki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan
pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya.

Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum social sendiri
menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya memiliki masyarakat yang menciptakan dan
melestarikan tradisi tersebut.

Semua tradisi yang berkembang di masyarakat, dapat dipertahankan, manakala dapat
menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang penting dalam tradisi tersebut
subtansinya, yaitu kesiapan calon suami dalam membangun rumah tangga, kesiapan ini
membuktikan dengan kemampuan calon suami menyediakan tiga hal pokok yaitu : papan,
sandang dan pangan
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, dengan sifat fitrah yang
khas. Manusia memiliki naluri, perasaan, dan akal. Adanya rasa cinta kasih
antara pria dan wanita merupakan fitrah manusia. Hubungan khusus antar
jenis kelamin antara keduanya terjadi secara alami karena adanya naluri
seksualitas.

Kaitannya dengan agama sebagai sistem hidup yang paripurna, Islam
pasti sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya Islam tidak melepaskan
kendali naluri seksual secara bebas yang dapat membahayakan diri manusia dan
kehidupan masyarakat. Islam telah mengatur hubungan khusus pria dan wanita
hanya dengan perkawinan. Dengan begitu terciptalah kondisi masyarakat
penuh kesucian, kemuliaan, sangat menjaga kehormatan setiap anggotanya,
dan dapat mewujudkan ketenangan hidup dan kelestarian keturunan umat
manusia.

Asumsi tersebut kemudian dikuatkan dengan syariah yang ada dalam
Islam itu sendiri, dimana Islam meletakkan lima fondasi umum tentang tujuan
pensyariatan hukum islam ke dunia. Pertama memelihara agama (hifdz ad-din),

Kedua memelihara jiwa, Ketiga memelihara Akal, Keempat memelihara



keturunan, Kel/ima memelihara harta benda’. Dari lima tujuan yang disebutkan di
muka, ulama fikih kemudian dirubah menjadi wujud hukum-hukum islam.
Misalnya, fikih munakahat yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perkawinan di dalam Islam dikenal sebagai hal yang sakral. Tidak
sembarang orang dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan keinginannya
sendiri. Perkawinan juga dikenal sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip dalam
tujuan pensyariatan (magqasid as-Syari’ah) dalam Islam, yakni hifdu an-nasl
(menjaga keturunan). Oleh karena itulah, Islam diwakili disiplin ilmu fikih
menjadikan nikah sebagai suatu kajian tersendiri, serta mengatur rukun dan
persyaratan perkawinan.

Secara etimologis kata nikah berarti “perkumpul” (mal) “ adh-dhommu
hubungan kelamin” (sbas%) a/-wad’u dan juga berarti “ikatan/akad” (S22 g
Aqdu Tbnu Mas’ud mendefiniskan nikah dengan arti “berkumpul” dan

“bercampur”.’

Pengertian-pengertian yang ada di atas bukan berarti tanpa ada
landasan baik menggunakan al-Qur’an ataupun Hadis.

Kata nikah — (ialam arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad
nikah karena ada petunjuk dari hadis nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-
laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali

suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan

* Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 66

2 Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta : Prenada Media, 2006),h. 60

* Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Figh Madzhab Syafi’i Il (Bandung : Pustaka Setia
2007), h. 250



perempuan tersebut. Dan itulah yang biasa disebut dengan muhallil, yang

menghalalkan terdapat dalam Q.S. 2 al-Bagarah : 230*

"’a: 2, - :fz FE RN ¢ ,/g: "y
2078 B35 7S5 5 A3 opa 0d J£ 306 Gall o

-

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia. kawin dengan suami yang
lain.

Sedangkan landasan lainnya, dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah

dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah Q.S. 4 al-Nisa’ ayat 22
T w7 L, % ~ sa o £ Ao P P <
el 28 G YL 75 (el m8 L1555 3

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.’

Sedangkan secara terminologis, di kalangan ulama Syafi’iyah rumusan
tentang nikah yang biasa dipakai adalah:
5 o Y1 Ll 1170 S0 A B T HSU

Nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud
memb_;olehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-
wa-ja'.

Ulama Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas

dengan melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan

4 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia....h. 35-37

: Departemen Agama, AI-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h: 46
Ibid., h. 79

7 Jalaludin Muhammad Ahmad al-Mabhalli, Syarhu Minhaji al-Thalibin, Juz 3, (Maktabah Mustafa al-
Yabi, 1956), h: 206



suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad
berlangsung keduanya tidak boleh bergaul.

Selain definisi tentang nikah di atas, Imam Syafi’i berlandaskan pada
pandangan Ibnu Mas’ud menyebutkan ada beberapa rukun untuk melaksanakan
perkawinan. Pertama adanya calon suami. Kedua adanya mempelai isteri. Ketiga
Ada wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan. Keempat ada saksi.
Kelima adanya ijab kabul®. Semua rukun yang disebutkan merupakan
keniscayaan demi terlaksananya penikahan. Seandainya saja, salah satu dari rukun
tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut akan cacat secara hukum.

Selain syarat tersebut, para ulama madzhab juga sepakat bahwa dalam
perkawinan kedua mempelai harus berakal dan baligh. Dengan demikian, orang
gila, anak-anak atau orang mabuk tidak bisa melangsungkan perkawinan.9 Toh,
walaupun mereka melaksanakan nikah, maka pernikhannya tidak dianggap sah.

Ulama’ Hanafiyah membagi syarat nikah dengan beberapa pandangan
Pertama. Syurut al-In’igad yaitu syarat yang menentukan terlaksananya akad
perkawinan. Kedua Syurut as-Shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya
menentukan dalam perkawinan. Ketiga Syurut an-Nufuz yaitu sesuatu yang
keberadaannya menentukan keberlangsungan perkawinan. Keempat, Syurut al-

Luzum yaitu syarat yang menentukan kepastian perkawinan dalam arti tergantung

® Ibnu Mas’ud Figh Madzhab Syafi'i II...h. 268
® Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Limat Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h.
309



kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah
terdapatnya syarat tidak mungkin berlangsung, maka perkawinan itu dibatalkan'’,
Belum lagi pembahasan yang dikembangkan oleh persyaratan-persyaratan

yang dikompilasikan oleh pandangan Hukum Negara, yang biasanya juga

mengatur sedemikian rupa tentang hukum perkawinan di negaranya. Indonesia

misalnya, dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan rukun dan syarat

nikah pada BAB IV Pasal 14 dengan beberapa penjabarannya meliputi

pembagian-pembagian pasal rukun yang dijelaskan oleh pandangan Imam al-

Syafi’i di atas'. Sedangkan perspektif Undang-Undang No.1/1974 berbeda

dengan pandangan Fikih, Undang-undang ini tidak mengenal rukun perkawinan.

Tampaknya syarat-syarat perkawinan. Di dalam BAB II Pasal 6 disebutkan

syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum cukup usia harus
medapat izin kedua orang tua

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud
ayat (2) pasal ini cukup dari orang tua yang mampu menyatakannya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang

' Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan di Indonesia....h. 38
' Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Fokus Media, 2005), h. 10



yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang yang lebih tua diantara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-
orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lainnya'2.

Rukun dan persyaratan yang sangat memberatkan itu dapat menunjukkan
bahwa perkawinan bukan hanya mempunyai arti menghilangkan status sosial,
terhindar dari kemaksiatan ataupun yang lainnya. Perkawinan adalah suatu hal
yang sangat serius dan mempunyai tujuan tersendiri, utamanya terkait dengan
hukum agama.

Secara umum, Islam menekankan untuk menginstusionalisasikan
perkawinan. Hakikatnya, nikah bertujuan untuk menghindari penyelewengan

perilaku seksualitas manusia. Perkawinan dilakukan sebagai wujud dari

2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama
(Jakarta Sinar Grafika, 1995), h. 67-68



mikanisme yang dihalalkan oleh al-Qur'an dalam melampiaskan kebutuhan
seksual. Tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan stratifikasi sosial
masyarakat. Tujuan lainnya, meski tidak harus diimplementasikan pada wujud
nyata adalah mendapatkan keturunan, upaya reinkarnasi keturunan'®,

Melihat fondasi Islam dalam perkawinan, baik dari aspek rukun, syarat
dan tujuan penikahan. Perkawinan bisa dikatakan erat kaitannya dengan
kehidupan dan aspek sosial. Misalnya, adanya kewajiban saksi minimal 2 orang,
atau seorang wali. Dua rukun atau syarat ini menunjukkan bahwa perkawinan
membutuhkan legitimasi dari kehidupan masyarakat sekitar. Perkawinan tidak
bisa berdiri sendiri (hanya dasar suka sama suka), melainkan membutuhkan
administrasi, legitimasi dan kekuatan hukum lainnya.

Oleh sebab itulah, dalam beberapa daerah terjadi perbedaan dalam
pelaksanaan perkawinan, bergantung pada tradisi di masing-masing daerah. Di
Bondowoso misalnya, perkawinan membutuhkan walimah sebagai wujud
legitimasi sosial. Di Desa Brengkok, seorang calon istri harus menanggung
tempat tinggal sekaligus tempat untuk menampung barang bawaan suami, dan
masih banyak daerah-daerah lain yang memiliki tradisi khusus terkait dengan
perkawinan itu sendiri'*,

Begitu pula dengan yang terjadi di Lamongan, tepatnya di desa Brengkok,

Kecamatan Brondong. Di desa ini, perkawinan seakan dianggap “tidak sah”

'* Hammudah Abu al-a’ti, Keluarga Muslim. (Surabaya : Bina Ilmu, 1984) h. 74-75
' Wawanara dengan KH. Ro’iz syariah NU Kecamatan Brondong pada tanggal 13 Maret 2011 di
kediamannya



kecuali dengan adanya barang gawan, yaitu barang bawaan calon suami yang
kemudian dijadikan harta bersama dalam keluarga. Adanya barang gawan dalam
pernikahan di desa tersebut sudah menjadi keharusan, padahal dalam undang-
undang, baik agama maupun negara, tidak pernah mengharuskan apalagi
mewajibkan adanya persyaratan barang gawan tersebut.

Sedikit deskripsi, Barang gawan adalah barang bawaan yang wajib dibawa
oleh seorang mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan seperti prabotan
rumah tangga, tempat tidur, kursi, lemari dan lain-lain. Di desa Brengkok sendiri,
pemberian barang gawan telah mentradisi dan mengakar kuat di tengah
masyarakatnya dan telah dilaksanakan secara turun-temurun. KH. Jamaluddin
.S.E Salah satu tokoh di desa tersebut menyatakan: barang gawan dalam
perkawinan di desa ini memang sudah terjadi sejak dahulu, saya nikah juga sudah
ada barang gawan”. Dan tradisi ini terus turun temurun hingga saat ini. Oleh
karenamya, di tengah masyarakat ada anggapan bahwa perkawinan yang
dilakukan tanpa prosedur adat yang semacam itu menjadi tidak sah. Dalam level
yang paling rendah, paling tidak orang yang tidak membawa barang ketika
melaksanakan perkawinan akan menjadi pembicaraan di tengah kehidupan

masyarakatnya” '6.

5 Wawancara dengan H. Jamaluddin, S.E Tokoh Masyarakat Brengkok pada tanggal 13 Maret 2011
di kediamannya.

!¢ . Wawancara dengan K.H. Mujahidin (Pengasuh Pondok Pesantren) pada tanggal 13 Maret 2011 di
kediamannya.
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Seperti kebanyakan daerah lain, Desa Brengkok memiliki tradisi tersendiri
dalam menyelenggarakan upacara pernikahan. Akan tetapi mengenai kapan
munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya. Seperti yang dikemukakan
oleh tokoh agama H. Nawawi (Tokoh Agama) menyatakan :

Pastinya saya tidak tahu mengenai sejarah adanya tradisi ini akan tetapi
lebih jelasnya mulai dari tahun 70an tradisi ini sudah ada.’”

Problemanya sekarang, bisa saja bagi kalangan masyarakat yang berstatus
ekonomi kelas atas barang gawan tidak menyisakan masalah dan dapat diterima
dengan /egowo, namun bagi mereka yang ekonominya menengah kebawah barang
gawan sangat problematik. Bagaimana jika mereka sudah ingin sekali nikah dan
mampu memenuhi rukun agama Islam dan hukum negara, namun tidak mampu
memenuhi hukum tradisi tersebut. Disinilah pembahasan barang gawan di Desa
Brengkok ini menjadi menarik untuk diteliti. Di samping, tradisi barang gawan
masih problematik dalam ranah tradisi, menurut peneliti sangat penting pula
kiranya tradisi tersebut dicarikan landasan hukumnya, sehingga tradisi ini tidak

berdiri di fondasi hukum yang lemah.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah-masalah yang muncul
dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Tradisi penyerahan barangan gawan sebagai syarat perkawinan di Desa

Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

"7 Wawancara dengan H. Nawawi (Tokoh Agama) pada tanggal 13 Maret 2011 di kediamannya.
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2. Dampak tradisi pemberian barang gawan sebagai syarat perkawinan di Desa
Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

3. Pandangan para tokoh masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan tentang barang gawan sebagai sayarat perkawinan

4. Tinjauan hukum Islam terhadap barang gawan yang terjadi di tengah

masyarakat desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi beberapa hal untuk mendapatkan
fokus yang diinginkan sebagai instrumen penelitian. Adapun batasan masalah
tersebut adalah :
1. Tradisi penyerahan barang gawan sebagai syarat perkawinan di Desa
Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Pandangan para tokoh masyarakat desa Brengkok Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan tentang barang gawan sebagai sayarat perkawinan
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian barang gawan yang terjadi

di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah
Beberapa masalah yang telah diidentifikasi di muka kemudian dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana tradisi penyerahan barang gawan sebagai syarat perkawinan di

Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
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2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Brengkok Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan tentang barang gawan sebagai syarat
perkawinan?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang gawan sebagai syarat
perkawinan di desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian
yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang,
topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah barang
gawan.

Sebelumnya masalah barang gawan telah banyak ditulis secara teoritis di
dalam literatur, akan tetapi masalah kasus pemberian barang gawan bisa jadi-
kalau tidak-sudah pasti-penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali dikupas
dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang waris sebagaimana yang sudah pernah
dibahas oleh para mahasiswa, diantaranya oleh:

1. Amin Musa “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa

Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur
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Nusa Tenggara Timur"”."® Penelitian tersebut lebih fokus terhadap Penetapan
Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong
Solor Timur Nusa Tenggara Timur.

2. Darmawan “Batas Minimal Dalam Perkawinan Analisis Perbandingan
Pendapat Antara Imam Syafi'i Dan Imam Malik”. Penelitian tersebut lebih
fokus pada analisa Batas Minimal dan Perbandingan Pendapat Antara Imam
Syafi’i Dan Imam Malik".

3. Silfi Listiyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Wajib
Almari Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkawinan ( Studi Kasus di Desa
Bulo Kec Wedung Kab Demak Jaya Tengah)”. Penelitian tersebut lebih fokus
pada analisis tentang Tradisi Pemberian yang mewajibkan membawa almari
Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkawinan®.

4. Hartatik “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Yang Harus
Dibagikan (Studi Kasus di Desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan)”.
Penelitian tersebut lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar

Uang Yang Harus Dibagikan®',

'® Amin Musa, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam
Perkawman Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur”
¥ Darmawan, Batas Minimal Dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Pendapat Antara Imam
Syafi'i Dan Imam Malik

0 Silfi Listiyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Wajib Almari Oleh Suami
Kepada Istri Dalam Perkawinan ( Studi Kasus di Desa Bulo Kec Wedung Kab Demak Jaya
Tengah)".

2! Hartatik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Yang Harus Di Bagikan (Studi Kasus di
Desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan)
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Dari beberapa kajian pustaka tersebut, dapat dinyatakan bahwa
hakikatnya telah banyak orang-orang yang membahas tentang perkawinan dan
khususnya terkait dengan mahar dan barang bawaan suami. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan terletak
pada perbedaan objek dan cakupan atau fokus. Jika penelitian sebelumnya
hanya fokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mahar dan
semacamnya, sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada hukum islam
saja akan tetapi bagaimana juga pandangan para tokoh masyarakat desa
mengenai pemberian barang gawan itu sendiri. Di samping itu, penelitian ini

tidak fokus pada barang gawan tertentu sebagaimana penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi penyerahan barang gawan sebagai
syarat perkawinan di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan

2. Untuk mengetahui pandangan para tokoh Masyarakat Desa Brengkok
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tentang barang gawan
sebagai sayarat perkawinan

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh
masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

tentang barang gawan sebagai sayarat perkawinan
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G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi salah
satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi
dengan skripsi ini, sehingga mereka tidak terlalu bersusah payah
mencari teori baru. Di samping itu juga, penelitian ini diharapkan dapat
menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang barang
gawan sebagai syarat perkawinan. Dan terakhir, diharapkan penelitian
ini dapat menambah khazanah literatur keilmuan dan bisa membantu
terciptanya wacana keislaman utamanya terkait dengan barang gawan

sebagai syarat perkawinan.

2. Aspek Praktis

Sedangkan secara praksis, penelitian ini dimaksudkan agar
menjadi sumbangsih dalam khasanah keilmuan bagi mahasiswa Fakultas
Syariah untuk mendalami hukum, utamanya terkait dengan hukum
pemberian barang gawan dalam nikah.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu
sumber rujukan dan pengetahuan bagi Masyarakat Desa Brengkok,
Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan tentang barang gawan

sebagai syarat perkawinan dalam prespektif hukum Islam.
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H. Definisi Operasional
Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam
dan supaya dapat mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini,
maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang
berhubungan dengan judul tulisan ini, yaitu “PEMBERIAN BARANG GAWAN

SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Pandangan Tokoh Msyarakat di Desa Brengkok Kec. Brondong

Kabupaten Lamongan).

1. Tokoh Masayarakat: orang-orang yang dihormati dan diakui oleh masyarakat
sebab tingkah lajkunya atau tindakannya memiliki kelebihan di mata
masyarakat. Dalam penjelasan lain, mereka adalah orang-orang yang
dianggap memiliki kelebihan oleh masyarakat yang kemudian dihormatiZ,

2. Barang gawan: Semua alat perkakas® calon mempelai laki-laki yang dibawa
ke rumah mempelai perempuan dan kemudian menjadi harta bersama®*,
misalnya almari, ranjang, sepeda, kipas angin, dan lainnya.

3. Hukum Islam: Peraturan dan ketentuan yang didasarkan pada al-Quran dan

hadis nabi yang kemudian diformulasikan ke dalam fikih.

2 bt //jv. wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat. diakses pada tanggal 06 april 2011

% Tra M. Lapidus, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), H. 25

 Wawancara dengan bapak Sukiman, mantan ketua KUA kecamatan Brondong, Lamongan, pada
tanggal 23 Februari 2011.
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I. Metode Penelitian

L.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis maksudkan adalah penelitian lapangan
dengan pendekatan metodik deskriptif kualitatif dengan melakukan analisa
yang bersifat kaulitatif. Adapun makna dari metode deskriptif adalah metode
penelitian yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesa
atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang
sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.”’

Menurut M. Sayuti Ali, M. Ag., penelitian deskriptif adalah sebuah
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik,
ekonomi dan budaya.”® Sedangkan menurut Arif Furqon dalam bukunya
“Pengantar Penelitian Pendidikan” penelitian deskriptif adalah penelitian yang
melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada sekarang. Penelitian ini
berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada: praktek-praktek yang
sedang berlaku, keyakinan, sudut pandang atau sikap yang dimiliki, proses-
proses yang berlangsung, pengaruh-pengaruh yang sedang dirasakan, atau

kecenderungan-kecenderungan yang sedang berkembang®’

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data

diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

5 Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universita Indonesia, 1993), 71.
3 H. M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 22.
?7 Arif Furchan, PengantarPenelitian Dalam Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 50
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a. Sumber data Primer

Data primer ( Primary Data ) adalah data yang diperoleh langsung
dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya Dengan' kata
lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek
penelitiannya, tampa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan
seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari KH.
Mujahidin (Pengasuh Pondok Pesantren), KH. Mawardi Tokoh
Masyarakat Desa Brengkok, KH. Junaidi Tokoh Agama Desa Brengkok,
Ro’is Syariah pengurus NU Kecamatan Brondong, Kepala KUA
Kecamatan Brondong baik yang berupa observasi maupun yang berupa
hasil wawancara tentang bagaimana tradisi Barang Gawan dalam
perkawinan di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
dimana dalam penelitian ini data tersebut menggunakan beberapa literatur
yang teridiri dari kitab klasik maupun buku-buku umum yang memiliki
keterkaitan dengan tema penelitian ini. Di antara kitab-kitab dan buku-
buku yang menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Tbnu Mas’ud dan
Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi’i, Muhammad Jawad
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Mughniyah, Figih Limat Madzhab, Moh. Idris Pramulyo, Hukum
Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama,
Jalaludin Muhammad Ahmad al-Mahalli, Syarhu Minhaji al-Thalibin, Dan
lain-lain

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian Field Research tidak lepas dari objek yang dijadikan
sebagai bahan penelitian. Dalam teori penelitian, objek tersebut dikenal
dengan populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang
dijadikan obyek penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, populasi yang
penulis ambil adalah beberapa elemen masyarakat Desa Brengkok kecamatan
Brondong kabupaten Lamongan sebagai sampelnya. Dalam hal ini, penulis
menggunakan teknik purposive sampling.

Sesuai dengan namanya, dalam purposive sampling sampel diambil
dengan kreteria-kreteria tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai
sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut
memiliki informasi yang diperlukan dan hubungan erat dengan penelitiannya.

Adapun objek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

a) Para pihak yang sudah menikah di Desa Brengkok, Kecamatan
Berondong, Kabupaten Lamongan, yaitu subyek yang telah mendapatkan
barang gawan.

b) Masyarakat sekitar, yaitu Sujina, embah Sampona, Pratno (mantan RT)
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c) Tokoh masyarakat setempat, yaitu Kades (Praseno) dan Kebahu (M.
Sodiq), Mudin (Utomo), KH. Mujahidin (pengasuh pondok pesantren), K.
Junaidi (guru ngaji di surau), Rois Syari’ah NU Kecamatan Brondong dan
Drs H. Adnan Qomar S.H. (Kepala KUA Kecamatan Brondong) dan M.
Lutfi Syafi’l (Mantan sekretaris PC Mohammadiyah Brondong).

4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi

Yakni teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan
pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala
yang sedang berlangsung.® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
model observasi tidak terstruktur dan partisipasi pasif, yaitu tanpa
menggunakan panduan yang telah disiapkan. Jadi fokus observasi
berkembang sewaktu penulis melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan
pada observasi partisipasi aktif, penulis lebih menonjolkan perannya
sebagai peneliti atau pengamat pada obyek observasi.

Teknik ini, penulis gunakan untuk memperoleh gambaran secara
umum tentang pandangan para tokoh tentang pemberian barang gawan
sebagai syarat perkawinan di Desa Brengkok, Kecamamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan,

b. Wawancara

% Jumhur dan Muhammad Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: Pustaka Ilmu,
1975), 51.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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rupa selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis

yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, baru kemudian disimpulkan

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah

terkumpul.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mudah memahami pembahasan ini, maka disusun sistematika

pembahasan sebagai berikut:

BAB PERTAMA : Tentang pendahuluan merupakan langkah-langkah penelitian

BAB KEDUA

BAB KETIGA

yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitiaan, definisi operasional,
kajian operasional, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

: Merupakan landasan teori, bab ini membahas tentang

beberapa hal yang meliputi; Tradisi, pengertian nikah, syarat
dan rukun nikah, pengertian mahar, barang yang bisa

dijadikan mahar, dalil-dalil kewajiban mahar,

: Hasil Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan hasil temuan

dilapangan yaitu: Deskripsi umum desa Brengkok, Tradisi

Penyerahan Barang Gawan dalam Pernikahan, Pemahaman



BAB KEEMPAT

BAB KELIMA
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Masyarakat Tentang Tradisi Barang Gawan dalam
Pernikahan, persepsi masyarakat terhadap barang gawan,
pandangan para tokoh terhadap barang gawan. Dampak

Tradisi Pemberian Barang Gawan Dalam Perkawinan

: Tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan para

Tokoh Masyarakat terhadap pemberian barang gawan
sebagai syarat pernikahan utamanya yang terjadi di desa

Brengkok, Kecamatan Berondong, Kabupaten Lamongan.

: Adalah penutup yang teridiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT

A. Kajian Teori
1. Tradisi
Tradisi seringkali diidentikkan dengan kebudayaan. Padahal kebudayaan
itu bermakna jauh lebih luas daripada tradisi yang sebenamya lebih merupakan
adat istiadat. Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas
manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan
produk dari aktivitas nalar manusia tersebut. Tradisi merupakan tatanan
transcendental yang dijadikan sebagai dasar orientasi untuk pengabsahan tindakan
manusia. Namun demikian, tradisi juga merupakan sesuatu yang imanen di dalam
situasi aktual yang memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan
yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi’”.
Berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan
bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya®’.
a. Tradisi dalam perspektif Islam
Jika tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka
tradisi dalam Islam yang disebut ‘Urf bermakna sebagai kebiasaan yang ada

dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun temurun

32 Nur Syam, Madzhab-Madzhab Antropologi (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 104-105
33 bid, 70-71

23
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dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak
mempunyai sanksi>*.

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi,
Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang
kebahasaan (etimilogi) maka kata 'Urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi
yang baik, sedangkan kata al‘adah burudah sendiri di artikan sebagai tradisi
yang netral (bisa baik atau buruk)*.

Sementara itu, Ali Ibn Al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang
berbeda dalam mangartikan kata ‘urf dan al-‘adah dengan perkataannya
yaitu:*®

Adat adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari
yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah.

'Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau
persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan ‘Urf
sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu adat diartikan
sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar
pertimbangan emosional” Searah dengan penjelasan di atas, ‘Urf diartikan
sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia

kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, perbuatan atau segala sesuatu

> Anonime, Ensiklopedi Islam, Vol.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21
% Amir Syarifuddin, Ushul Figih, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),h. 362.

3 Ali Ibn

Muhammad Al-Jarjuniy, Kitab Al-Ta 'rifat,(Bairut: Maktabah Lubnan, 1990),h. 362;
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yang mereka tinggalkan®’. Dijelaskan juga bahwa ‘Urf dapat dipahami
sebagai kebiasaan mayoritas umat islam baik berupa perkataan dan atau
perbuatan. Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian ‘Urf
mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan
dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.

Secara umum ‘Urf atau ‘ddar itu telah dipergunakan oleh semua
madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab Maliky
dan Hanafi. Yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan ‘Urf
sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum Islam, sebuah kaidah
hukum yang berbunyi:

daSaa palal)

“Adat istiadat itu adalah sebuah hukum 3%

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat , kata al-
'Adah memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi
masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan
tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak
mempunyai sanksi.

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘adah
di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘adah dapat dijadikan

sebuah landasan hukum apabila memenubhi syarat, yaitu:

37 Abdul Wahab Khalaf, ‘llmu Ushul al-Figih, Cet. XII, tt: (Bairut Al-anshr Wal tauzik, 1978/1398), h. 124.
% Nasrudin Harun, Ushul Figih (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997)h. 138
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1. ‘Urfatau ‘adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal
sehat

2. Keberadaan ‘wrf atau ‘adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam
masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa
sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku
secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak
perlu diperhitungkan kembali.

3. ‘Urfatau ‘adah tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu.

4. ‘Urf atau ‘adah yang ada tidak bertentangan dengan nash Maka jelaslah
bahwa adat atau tradisi ini dapat diberlakukan sebagai sebuah hukum Jika
benar-benar sudah berlaku dalam masyarakat secara turun temurun dan
secara kontinu tanpa bertentangan hukum Islam yang sebenarnya’.

b. Macam-macam Adat atau ‘Urf
Klasifikasi adat atau’urf dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang,
yaitu antara lain:

a) Materi yang biasa diakuka, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam,
yaitu:

1) Al-‘urf al-lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-
kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna iulah
yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) Al-‘urf al-‘amaliy yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan

» Anoname, Ensiklopedi Islam, Vol.1... h. 21.
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dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.
b) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini ‘urf dibagi menjadi
dua, yaitu:
1) Al-‘urf al-‘am yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku cara luas
diseluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2) Al-‘urfal khash yaitu kebisaan yang berlaku di masyarakat dan
daerah-daerah tertentu.
¢) Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini ‘urf
menjadi dua bagian, yaitu:
1) Al-‘urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengahtengah
masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur’an atau hadist.
Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak
pula membawa kesulitan kepada merka. Sejalan dengan pendapat
tersebut, dikatakan bahwa al-‘urf alshahih tidak menghalalkan yang
haram atau bahkan membatalkan yang wajib*.
2) Al-‘urf al fasid yang di artikan sebagai kebiasaan yang bertentangan
dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.
Para ushuliyyun sepakat bahwa semua macam ‘urf di atas kecuali
Al-‘urf al-fasid dapat dijadikan hujjah dalam enetapkan hukum sara.
Seorang fiqih (pakar ilmu fuqih) dari golongan maliki menyatakan

bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum harus

“ Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Figh, Bandung : Pustaka Setia, 1999. A. 128.
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meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hokum yang akan

diputuskannya nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan
kemaslahatan yang menyangkut Masyarakat itu sendiri*’.
c¢. Tradisi dalam perspektif sosial

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana,
ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga
merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep
ideal dalam kebudayaan memberikan pendorong yang kuat terhadap arah
kehidupan warga masyarakat.

Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama. Tetapi dalam
masyarakat seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan. Karena keduanya
sama-sama dilahirkan oleh manusia (baca: masyarakat) itu sendiri. Dalam
adat istiadat atau tradisi terdapat sistem budaya, sistem norma yang secara
lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut
pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan*.

Berbeda dengan pandangan agama yang sumber hukumnya jelas yaitu
al-Qur’an dan sunnah, maka dalam perspektif sosial, tradisi atau adat istiadat
ini memiliki batasan yang berbeda. Secara sosiologis, tiap masyarakat

memiliki kebudayaan dan dapat melahirkan adat istiadatnya tersendiri yang

“! Nasrun Haroen, Ushul Figh, Jakarta: Logos Wacana [lmu, 1997. h. 142,
“2 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h. 221
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diberlakukan secara turun temurun dengan pertimbangan dari segi baiknya

saja.

Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulangulang
dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak
menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela
oleh umum®. Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka
kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau moral.

Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat
dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada

masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat
tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Pada
umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:

1) Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam.
Dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air
membasahi, adat api membakar dan sebagainya.

2) Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang
dipertunaikan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang
dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.

3) Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan
waktu. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti

dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus

«? Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68
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memakai pakaian kebesarana, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.
Begitu pula didesa Brengkok Kecamatan Brondong adat barang bawaan
dalam perkawinan berupa pemberian barang Gawan, adat ini udah

menjadi keharusan dalam perkawinan bahkan diwajibkan **.

B. Perkawinan Ditinjau Dari Berbagai Perspektif

1. Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa arab (a/-Zawaj) diartikan pasangan

~ atau jodoh. sedangkan menurut syara’, fugaha 'telah banyak memberikan

definisi. Secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu
melalui jalan yang disyari’atkan dalam agama®.

Sebagai mana kata zawaj diucapkan pada akad atau transaksi,
menurut fugoha’ kata nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut
bahasa nikah diartikan al-Dham (berkumpul atau bergabung) dan al-
ikhtilat (bercampur).

Para ulama merinci makna lafadz nikah ada empat macam.
1) Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan

percampuran suami istri;

“ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia.., 72-73

4 Ibid, 35-36
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2) Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan
akad;

3) Nikah dalam lafadz (mempunyai dua makna yang sama);

4) Nikah diartikan adhamm meliputi gabungan fisik yang satu dengan
fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; yang
pertama gabungan dalam bersenggama yang kedua gabungan dalam
akad*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu
akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan
kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali)
menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan
percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling
membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah btangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki
oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama
keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga
merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas.
Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya
sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat

dalam masyarakat tersebut®’.

* Miftah Fadil, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10
47 Miftah Fadil, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga.........h.23
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Pernikahan merupkan sunnatullah yang umum dan berlaku semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhtumbuhan. Ia
adalah suatu cara yang dibilih Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya
untuk berkembag biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan
berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya
yang positif dalam newujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah
swt. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup
bebas mengikuti nalurinya dan berhubungn antara jantan dan betina secara
anergik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan
martabat manusia, maka Allah swt. Mengadakan hukum sesuai dengan
martabat tersebut*®.

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya sebuah
pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi maka sahlah
pernikahan dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri.
Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua macam, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon
pengantin adalah orang yang bukan haram untuk dinikahi, baik karena

haram untuk sementara atau selamanya*’.

* Miftah Fadil, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga... .....h. 25
* Ibrahim Amini, Hak-Hak Suami dan Istri (Bogor: Cahaya, 2004). H. 19.
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2. Akad nikah yang berlangsung dihadiri para saksi. Sedangkan rukun-
rukun pernikahan, menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

3. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
4. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
5. Adanya dua orang saksi
6. Sighat akad nikah

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Malik berpendapat bahwa
rukun-rukun pernikahan adalah: wali dari pihak perempuan, mahar (mas
kawin), calon pengantin pria, calon pengantin wanita dan sighat akad
nikah

Sedangkan menurut Imam Syafi’ie berkata bahwa ruku nikah ada
lima macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan,
wali dari calon pengantin perempuan, dua orang saksi dan sighat akad
nikah

Dalam hal ini, adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari
syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal
primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena
keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan™.

¢. Tujuan Pernikahan
Bagi manusia, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar

yang mengandung banyak manfaat, di antaranya yang terpenting adalah :

%0 Ibrahim Amini, Hak-Hak Suami dan Istri....h. 22
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melaksanakan libido seksualitas, membentuk keluarga dan melepaskan
dini dari kebimbangan serta kehancuran hidup, untuk memperoleh
keturunan, memperoleh keturuan yang shaleh, memperoleh kebahagiaan
dan ketentraman, mengikuti sunah Nabi dan menjalankan perintah Allah
swt, untuk berdakwah’'.
d. Macam-macam Pernikahan
Sesungunya pernikahan dalam Islam  hanyalah satu,
untukmelaksanakan perintah Allah swt. Agar tercapai ketentraman hidupv
rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia
dan akhirat. Pernikahan yang dilarang oleh syara’ adalah sebagai berikut:
1) Nikah pertukaran (sigar)
Para ulama fiqih telah sepakat bahwa nikah pertukaran ialah
apabila seorang sebenarnya lelaki menikahkan seorang perempuan di
bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-
laki itu juga harus menikahkan perempuan yang di bawah dengan laki-
laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan®.
2) Nikah mut’ah
Nikah mut’ah merupakan nikah yang dilakukan dalam waktu
tertentu dan bersifat sementara. Tentang larangan nikah mut’ah

sebenarnya bersifat mutawatir tetapi masih diperselisihkan tentang

5! Tbrahim Amini, Hak-Hak Suami dan Istri... h. 24
52 Slamet Abidin dan Aminuddin,. Figh Munakahat I. Bandung : Pustaka Setia. 1999, h. 18
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waktu terjadinya larangan tersebut. Selama ini pernah muncul berbagai
gagasan untuk mengurangi perzinaan, tetapi belum ada solusi yang
benar-benarmemuaskan. Misalnya pernah muncul gagasan tentang
pernikahan remaja guna mengurangi perzinaan di kalangan mereka.
Tetapi gagasan ini tidak efektif, karena perkawinan itu bisa
mengganggu kelanjutan studi kaum remaja. Juga dapat mendorong
peningkatan laju pertumbuhan penduduk, yang justru yang harus di
kendalikan supaya tidak menjadi beban pembangunan®.

Pemnah pula timbul fatwa majlis ulama indonesia (MUI) jawa
barat yang, melarang perkawinan wanita hamil di nikah dengan pria
yang menghamilinya agar yang bersangkutan merasa malu dan jera,
sehingga tidak mengulangi perbuatan yang tercerla itu dan bagi yang
belum berzina di harapkan untuk tidak berbuat zina. Tetapi ini juga
tidak efektif, malah dapat menambah ruwetnya persoalan, sebab pria
merasa tidak perlu bertanggung jawab, sehingga justru akan terdorong
untuk menghamili wanita-wanita lain dari luar nikah**.

Yang di perlukan sekarang bukanlah pernikahan dini atau
membuat orang merasajera berbuat zina, tetapi prosedur pernikan yang
tidak terlalu birokratis agar umat dapat menikmati hubungan seksual

secara mudah dan halal. Masalah ini pernah berkembang di zaman

>3 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam. (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), h. 43

54 Ibid.. h 45



36

nabi Muhammad yang melahirkan solusi berupa sebuah model
perkawinan yang dikenal dengan istilah nikah mut’ah®.

Ada perbedaan antara nikah biasa dengan nikah mut’ah. Pada
nikah mut’ah mahar atau maskawin harus di sebut dengan dengan
tegas ketika berlangsung akad nikah dan haruus di bayar tunai, tidak
boleh di cicil seperti pada nikah biasa. Kemudian pada nikah mut’ah
waktunya dibatasi dan perceraian terjadi dengan sendirinya setelah
habis waktu yang telah di tetapkan. Pada perceraian akibat nikah biasa
wanita harus menjalani masa iddah (menunggu) selama tiga kali suci
atau menstruasi, sedangkan pada nikah mut’ah hanya dua kali suci
atau menstruasi, sedang peda nikah mut’ah hanya dua kali*®,

Nikah kut’ah yang sangat gampang itu seolah mirip dengan
zina, tetapi sesungguhnyasangat berbeda. Pada zsina kedua insane
yang berlainan jenis kelamin melakukan hubungan seksual secara
bebas. Sedang pada nikah mut’ah perkawinan hanya dapat di lkukan
seorang pria dengan seorang wanita yang halal dinikahi, seperti yang
berlaku pada nikah biasa”’.

Selain itu anak hasil zina, menurut sebagian ulama, tidak
memiliki ayah yang sah dan tidak boleh mewarisi harta ayahnya,

sedang pada nikah mut’ah anak yang lahir mempunyai ayah yang sah

%> Sudirman Tebba, Sosiologi Hulum Islam,.. h 48

5 Ibid,.. h 49

% Slamet Abidin dan Aminuddin,. Figh Munakahat,.. h. 22
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dan boleh mewarisi harta ayahnya, dan kalau anak itu adalah seorang
gadis, maka ayahnya berhak menjadi wali ketika menikah anak
gadisnya itu>®,

3) Nikah Mubhallil

Nikah tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu
yang hukumnya adalah haram. Kalau di kaitkan kepada perkawinan
akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula
haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Dengan
demikian tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk
menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera
kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

Nikah tahlil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar
apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinian seseorang
dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga, baik dengan persetujuan
bekas suaminyaataupun tidak, sbab semua perbuatan itu itu dinilai
menurut niatnya. Apabila diniatkan untuk menghalalkan maka
kawinya haram dan batil karena maksud maksud yang sebenarnya
adalah pergaulan badi, untuk memperoleh keturunan , mengasuh anak
dan membina rumah tangga ysng sejah tera, sedangkan perkawinan/

nikah tahlil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan

%8 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam. .....50
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yang tiak di anjarkan Allah SWT yang di larang bagi siapapu. Karena
dalam perkawinan ini ada usur-unsur yang merusak dan bahaya.
4) Pinangan atas Pinangan

Mengenai perbedaan pendapat tentang pernikahan yang terjadi
pinangan atas pinangan orang lain, ada beberapa pendapat.

Pertama, bahwa pemnikahan itu di fasakh. Kedua, bahwa
pernikahan itu tidak di fasakh. Ketiga, mengadakan pemisahan, apakah
peminangan kedua dikakukan sesudah adanya kecendrungan dan
mendekati adanya permufakatan atas pinangan pertama atau tidak?
Pendapa ini di kemukakan oleh Imam Malik>.

e. Hukum Penikahan

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan
kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari
segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku
bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum
tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik
persyaratan harta, dan atau akhlak®.
1. Fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu
biaya wajib menikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya

% Slamet Abidin, dan Aminudin, Figh Munakahat .......... h. 22

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Figih Munakahat, Khitbah,
Nikah dan Talak. Jakarta ; Amzah, 2009. h. 43
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percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan
dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin
bahwa jika tidak menikah pasti akan tejadi perbuatan zina, sedangkan
puasa yang di anjurkan nabi tidak akan mampu menghindarkan dari
perbuatan tersebut.
2. Wajib
Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki
kamampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam
pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai
dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadan
seseorang seperti di atas wajib menikah, tetapi tidak sama dengan
kewajiban pada fardhu nikah di atas. Karena dalam fardhu, dalilnya
pasti atau yakin sebab-sebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalam
wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat, maka
produk hukumnya tidak qot’I (yakin) tetapi dzanni (dugaan kuat)®".
3. Haram
Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki
kemapuan nafkah nikah dan yakin akan tejadi penganiayaan jika
menikah. Keharaman menikah ini karena nikah dijadikan alat

mencapai yang haram secara pasti.. jika seseorang menikai wanita

§! Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Figih Munakahat, Khitbah,
Nikah dan Talak,....h. 44
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pasti akan terjadi penganiayan dn menyakiti sbab kenakalan lakilaki
itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk di
sakiti, maka menikahnya menjai haram.
4. Makruh
Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran.
Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya menikah dan tidak
dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi
penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.
5. Mubah
Bagi laki-laki yang tidak terdeak alasan-alasan yang
mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia
harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama hambali mengtakan
bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan
untuk menikah®.
f. Hikmah Pernikahan
Allah swt mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat
bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan
beberapa tujuan utama yang bagi manusia, mahluk yang di muliakan

Alalh swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari

®* Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Figih Munakahat, Khitbah,
Nikah dan Talak,....h. 47




41

ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan

hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas
pemenuhn nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetap memiliki
tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.
1) Sesungguhnya naluri sek merupakan naluri yang paling kuat dan eras,

yang menuntut lajan kelvar. Bila mana jalan keluvar itu tidakdapat
memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan
sehingga banyak orang yng mengmbil jalan pintas dengan melakuan
perbuatan jahat.

2) Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta
memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh islam.

3) Naluri kebapaan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam
suasana hidup dngan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah,
cinta dan sayang yang menyempurnakannya kemanusiaan seseorang®.

4) Menimbulkan tanggungjawab dan menumbulkan sikap rajin dan
sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan
seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab

dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan

% Slamet Abididin, dan Aminuddin, Figh Munakahat.., h. 37
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mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan
memperbanyak produksi.

5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurusi dan mengatur rumah
tangga, seangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan
tanggung jawab scbagai suami-istri dalam menangani tugasnya
masing-masing.

6) Menumbuhkan tali kekeluargaan memperteguh keanggengan kasih
dan sayang antar keluarga, seta memperkuat hubungan
kemasyarakatan yang di restui islam. Karena masyaraat yang saling
menunjang, lagi saling manyayangi akan merupakan masyrakat yang
kaut lagi bahagia.

7) Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian nasional
terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, orang yang bersuami istri
berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri

baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang®'.

2. Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat
a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan
Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam

enghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya

64 Slamet Abididin, dan Aminuddin, Figh Munakahat,...h. 39-40.
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menyangkut wanita dan pria , tetapi juga orang tua kedua belah pihak,
saudara-saudaranya, bahkan keliauarga-keluarga mereka masingmasing®.

Dalam pengertian lain perkawinan atau nikah adalah akad yang
memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaatkan tubuh
perempuan demi kenikmatan seksualnya. Sementara menurut yang lain
mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak
yang sahdan resmi antara seorang wanita dengan seorang pria yang
mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama
lain.

Dipandang dari sudut kebudayaan, menurut kontjaraningrat,
perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut
dengan kehidupan seknya, ialah kelakuan kelakuan seks, terutama
persetubuan®.

Pengertian perkawinn tersebut di atas, menunjukkan bahwa
perkawinan merupakan bentuk kontrak sosial yang mana kontrak sosial
tertsebut bisa saja di sahkan oleh kebiasaan/ adat, oleh agama, oleh
negara atau ketiga-tiganya®’.

Dari uraian tersebut, perkawinan dapat di artikan sebagai kntrak

sosial antara laki-laki dengan perempuan,yang dilegalkan oleh adat atau

Socro_yo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung 1984)h. 122.
Kont]armungrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat 1992), h. 93.

Sugeng Pujileksono, Petualangan Antropologi Sebuh Pengantar Iimu Antropologi (Malang: UMM
Press 2006), h. 43-53.



norma hukum formal untuk melakukan hubungan persetubuhan dan
membentuk keluarga®.

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat
indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan
antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud
mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan
keluarga rumah tangga. Akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan
juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota
kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berari
berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan
menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan, maka di harapkan agar dari suatu
perkawinan tersebut di dapat keturunan yang akan menjadi penerus
silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun
garis orang tua, adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan
seseorang sebagi anggota kerabat adalah merupakan barometer dan asal
usul keturunan seseorang yang baik dan teratur®.

b. Azas-azas Pekawinan Menurut Hukum Adat
Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai

berikut: Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan

%8 Sugeng Pujileksono, Petualangan Antropologi Sebuh Pengantar limu Antropologi,... h. 43-53.
% Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995), h. 70.
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hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal,
perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hokum agama dan
atau kepercayaan. tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para angota
kerabat, perkawinan dapat dilakukan oleh seorng pria dengan beberapa
wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan
menurut hukum adat setempat, perkawinan harus didasarkan atas
persetuan orang tuadan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak
kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat,
perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur
atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur
perkawinan harus berdasarkan izin orang tuakeluarga dan kerabat,
perceraian ada yang di bolehkan dan ada yang tidak dibolehkan,
perceralan antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan
kekerabatan antara dua pihak, keseimbangan kedudukan antara suami dan
istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang
berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah
tangga7°.
¢. Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataankenyataan

bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang pria dan wanita

menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga.

™ Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Adat.., h. 71.
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Mereka itu yang disebut suamu istri, kalau kehidupan mereka di dasari
oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur
yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan
akibat-akibat hukumnya, itulah yang dinamakan dengan hokum
perkawinan.

Menurut hukum adat perkawinan itu sendiri berfungsi untuk
meneruskan keturunan yang didapat dari hasil perkawinan itu, oleh karena
itulah di dalam hukum. Adat perkawinan itu bakan hanyan urusan dari
pihak yang akan melaksanakan perkawinan saja melainkan urusan dari

orang tua kedua belah pihak saja’’.

C. Mabhar
a. Pengertian Mahar
Mabhar berasal dari perkataan arab didalam al-Qur’an istilah mahar
disebut denagan al-shadaq, as-Saduqoh, al-Nihlah, al-Ajr, al-Faridah dan al-
aqduh. Menurut istilah syara mahar ialah suatu pemberian yang wajib
diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernukahan’.
Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga islam (wilayah

persekutuan) 1984 menyatakan “maskawin™ berarti pembayaran perkawinan

! Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan
Pelaksaannya (Bandung: Tarsito 1992), h. 1.
7 Slamet Abididin, dan Aminuddin, Figh Munakahat.., h. 116
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yang wajib dibayar dibawah hukum syara oleh suami kepada istri pada masa
perkawinan di akad nikahkan, sama ada berupa uang yang sebenarnya dibayar
atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu
yang menurut hukum syara dapat dinilai dengan uang. Terdapat banyak dalil
yang mewajibkan mahar kepada istri antarnya tirman Allah swt dalam QS. 4
al-Nisa’ ayat 4

z 2. > Gz,
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"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,
Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi
baik akibatnya.”"

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Q.S. 4 al-Nisa’: 24

t
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"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum ity)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang

73 Slamet Abididin, dan Aminuddin, Figh Munakahat.., h..117
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demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),
sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu

yang kamu 1elah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” ™.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami
terhadap istri. Selain itu mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami
hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga
dan keluarga. la juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

Walau bagai manapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau
syarat sahnya suatu pernikahan. Sekiranya pasangan setuju menikah tanpa
menentukan jumlah mahar, pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami
diwaibkan membayar mahar misil (yang sepadan). Ini berdasarkan satu kisah
yang berlaku pada zaman Rasululah saw dimana seorang perempuan menikah
tanpa disebutkan maharnya. Tidak lama kemudian suamnya meninggal dunia
sebelum sempat bersama dengannya (melakukan persetubuhan) lalu
Rosulullah mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan mahar
misil untuknya’.

b. Macam-macam mahar
a) Mahar Musamma
Mabhar yag disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu

akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkawinan masyarakat kita

Slamet Abididin, dan Aminuddin, Figh Munakahat.., h..118
”® Ibid,, h..118
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pada saat ini. Ulama telah bersepakat bahwa mahar musamma wajib
dibayar oleh suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara
berikut:
(1) Berlakunya persetubuhan di antara suami istri
(2) Kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun istri.

b) Mahar Misil (mahar yang sepadan)

Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalm suatu akad
nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah digiaskan
(disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf’ dengannya di
kalangan keluarganya sendiri seperti adik beradik perempuan seibu
sebapak atau sebapak atau ibu saudarnya. Sekiranya tiada, maka digiaskan
pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya
dari segi kehidupan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga, terpulang
kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat’®.

¢. Syarat- syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasaan, perabot rumah tangga,
binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang
mempunyai harga. Disyarakan bahwa mahar harus diketahui secara jelas
dan detailmisalnya seratus lire, atau secara global, misalnya sepotong

emas atau sekarung gandum’’.

78 Slamet Abididin, dan Aminuddin, Figh Munakahat.., h..119
77 Muammad Jaad Mughniyah, figih lima madzhab (jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), h. 365
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Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu
adalah barang yamg halal dan berharga dalam syariat Islam. Selain itu,
perincian syarat mahar adalah sebagai berikut: Mahar tidak berupa barang
haram, tidak sah mahar berupa khamar dan babi juga yang telah
diharamkan oleh agama, tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak
jelasan maka tidak sah dijadikan mahar seperti mahar rumah yang tidak
ditentukan, mahar dimilki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini
mengecualikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu
yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini tidak sah dijadikan
mahar, mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang
tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau
ikan di laut.”®

d. Batasan Mahar
Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada
pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal
memita sarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan puteri dan
mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu,

maka lebih baik dan utama. Allah swt berfirman dalam Q.S. 24 an-Nur : 32

™ Abdul Aziz Muhammad an Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih Munakahat, Khitbah, Nikah dan
Talak...,h. 116-120
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"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia- Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui."”

Manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah,
maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehoratan laki-laki
dan wanita dan semakin krang pulalah peruntukan keji (zina) dan
kemungkaran dan jumlah mat islam makin brtambah banyak.

Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat
perlombaan mempermahal mahar maka semakin berkuranglah perkawinan,
maka semakin menjamurlah peruntukan zina serta pemuda dan pemudi akan
tetap membujang kecuali orang yang dikehendaki Allah swt. Meskipun
demikian islam menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah yaitu tidak
menentukan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.

Rasulullah menganjurkan agar kita mempermudah mahar. Walau
bagaimanapun suami bolehmemberikan mahar yang tinggi kepada istri

berdasarkan ayat al-Qur’an dalam Q.S. 4 Al-Nisa’ : 20.

™ Abdul Aziz Muhammad an Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih Munakahat, Khitbah, Nikah dan
Talak..., h..124-126
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"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara merekaharta
yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali derozgan Jalan tuduhan

yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? *

# Abdul Aziz Muhammad an Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih Munakahat, Khitbah, Nikah dan
Talak...,, h..128-130
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BARANG GAWAN DALAM PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA
BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
A. Diskripsi Umum Desa Brengkok
a. Keadaan geografis

Secara geografis Desa Brengkok berada dalam wilayah Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan, Desa Brengkok yang berada dalam wilayah
Kecamatan Brondong, di bagian tengah yang dikelilingi desa Moyoruti,
Pambon dan Cumpleng, dimana ketiga dusun tersebut adalah dusun bawah
teritori desa Brengkok .

Desa Brengkok terdapat dua Dusun yaitu Mayoruti dan Cumpleng,
Desa Mayoruti terdapat dua bagian yaitu: Mayoruti atas terdiri dari 387
penduduk dan 200 KK dan Mayoruti bawah terdapat 275 Penduduk dan 110
KK. Desa Cumpleng terdiri dari 315 penduduk dan 128 KK®'.

Kecamatan Brondong dapat dipilah menjadi dua bagian. Yaitu daerah
pantai dan daerah Pertanian. Daerah pantai terletak sebelah utara meliputi
Kelurahan Brondong, Desa Sedayulawas, Desa Labuhan dan Desa Lohgung.
Daerah ini, sangat cocok untuk budidaya ikan ( tambak udang , ikan kerapu
dan bandeng ) serta usaha penangkapan ikan di laut. Sehingga pada daerah

tersebut mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan dan

#! Wawanara dengan Tbu Nurhayati Sekretaris Kantor Kecamatan Brondong pada tanggal 13 Maret
2011 di Kecamatan

53
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petani tambak. Sedangkan daerah yang lain adalah daerah kawasan pertanian
yang meliputi Desa Sumberagung, Desa Sendangharjo, Desa Lembor, Desa
Tlogoretno, Desa Sidomukti dan Desa Brengkok, dengan kondisi pertanian
tadah hujan.

Karakteristik kawasan Kecamatan Brondong merupakan kawasan
permukiman perkotaan dengan kegiatan perikanan sebagai aktifitas dominan
bagi daerah yang terletak disepanjang Pantura (Permukiman Nelayan)
sedangkan bagi daerah pedalaman karakteristik yang muncul masih
dipengaruhi oleh aktifitas pertanian. Potensi Pertambangan bahan galian
Golongan C ada dibeberapa desa yaitu Desa Sedayulawas, Desa Lembor dan
Desa Sidomukti, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal
dan masih perlu penataan baik penataan dari 'segi legalitas penambang

maupun penataan tehnik penambang yang berwawasan lingkungan®.

B. Tradisi Penyerahan Barang Gawan dalam Pernikahan di Desa Brengkok

Brondong Lamongan

Seperti kebanyakan daerah lain, Desa Brengkok memiliki tradisi tersendiri
dalam menyelenggarakan upacara pernikahan. Akan tetapi mengenai kapan
munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya. Seperti yang dikemukakan

oleh tokoh agama Brengkok H. Hawardi Sebagai berikut:

82 Wawanara dengan Ibu Nurhayati Sekretaris Kantor Kecamatan Brondong pada tanggal 13 Maret
2011 di Kecamatan
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Bahwa pastinya saya tidak tau mengenai sejarah kapan munculnya tradisi ini
aka:g3 tetapi yang jelas sejak saya menikah tahun 70an tradisi ini memang sudah
ada

KH. Mujahidin, (Pengasuh Pondok Pesantren) Assalatiyah menyatakan:

Dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu sejak tahun berapa munculnya tradisi
ini, tapi yang jelas etiap saya menghadiri acara pernikahan di Desa Brengkok ini
dari pihak calon mempelai pria pasti membawa Barang Gawan seperti tempat
tidur, lemari disertai dengan isinya®.

Selain memang Desa Brengkok dikenal sebagai Desa yang Memiliki
potensi Perikanan air tawar dan pertanian, penyelenggaraan upacara pernikahan
adalah sebuah ritual yang dipandang sakral bahkan diwajibkan.

Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang
menjadi lokasi penelitian ini, memiliki keunikan tersendiri dalam
menyelenggarakan upacara pernikahan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan
dipaparkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tradisi dalam penyelenggaraan
pernikahan di Desa Brengkok.

1. Persiapan
Tahapan persiapan bukan hanya menyangkut teknis pelaksanaan
pernikahan yang akan dilaksanakan melainkan juga berkaitan dengan halhal
yang sudah berlangsung jauh hari sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut.
Biasanya, kedua calon mempelai sebelumnya sudah dipertunangkan

Jauh hari sebelum hari pernikahan.

¥ H. Mawardi, Tokoh agama desa Brengkok Wawancara (Brengkok tanggal 23 Februari 2011).
# KH. Mujahidin, (Pengasuh Pondok Pesantren), Assalafiyah Wawancara (Brengkok tanggal 23
Februari 2011).
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K.H Junaidi (guru ngaji) Mussolla Darussalam Brengkok menyatakan bahwa:

biasanya dalam menghdapi pernikahan putranya banyak yang harus di
persiapakan karena biasanya putra putri masih dipertunangkan terlebih
dahulu entah itu satu tahun atau satu bulan, jika sudah siap semuanya
biasanya dari pihak mempelai pria kerumahnya mempelai wanita dengan
membawa tawaran bulan dan tanggal, karena jika tangal dan bulan itu sama
dengan tanggal pernikahan orang tua mempelai wanita maka di angap
pantang® Setelah bulan dan tanggal sudah di sepakati maka dari pihak
mempelai pria mengantarkan bingkisan dan biaya ngurus ke KUA biasanya
berupa uang 600 ribu rupiah juga disertakan beras, gula, kopi.*®

Praseno Kepala Desa (kades) Brengkok menyatakan:
Waktu saya mau melaksanakan pernikahan dengan fainsiroh, setelah waktu
ditawarkan kerumahnya fainsiroh saya tinggal memikirkan maskawin, karena
waktu saya mau menikah dulu maskawinnya ditan ;lakan
terlebih dahulu, mau minta berapa maskawinnya® .
M. Shodik (Modin) Desa Cumpleng Kecamatan Brondong menyatakan :
Bisanya disi dari pihak mempelai perempuan harus banyak persiapan juga
karena bisanya perayaanya dilaksanakan di pihak perempuan, dengan
mengundang paa tetangga dan biasanya nympek menyembelih sapi dan
kambing, karena akadnya itu dalaksanakan dirumanya mempelai wanita dan
biasanya mempelai pria lamgsung menetap di rumah mempelai wanita.%®

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sebelum
melaksanakan pernikahan biasanya putra-putri Desa Brengkok dipertungakan
terlebih dahulu. pertunangannay hanya berlangsung satu atau dua bulan

berselang sebelumnya. Pertunangan yang berlangsung hanya satu atau dua

bulan sebelum hari pernikahan biasanya disebut lamaran awal. Dalam lamaran

Pantang sama halnya dengan penyelewengan atau planggaran dan juga dapat diartikan sebagai
Kepercayaan adat apabila tidak di ikuti akan terkena musibah

8 KH Junaidi (guru ngaji), Wawancara (Brengkok tanggal 23 Februari 2011).
8 Praseno Kepala Desa Brengkok Wawancara (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)

M. Shodik (Modin) Desa Cumpleng Wawancara (Cumoleng tanggal 24 Februari 2011)
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yang dekat dengan hari pernikahan ini kedua besan (orang tua kedua calon
mempelai) bermusyawarah untuk mencapai bulan dan tanggal pernikahan.

Dalam banyak peristiwa, pihak calon pengantin laki-laki sudah
membawa tawaran bulan dan tanggal untuk hari pernikahan. Jika bulan dan
tanggal itu diterima oleh pihak calon mempelai perempuan maka akan
disepakati bersama. Tetapi jika karena suatu hal, misalnya jika bulan yang
ditawarkan adalah sama dengan bulan pernikahan orang tua si calon mempelai
perempuan, maka tawaran bulan itu akan ditolak.

Karena dianggap pantang, pamali, tabu jika menikah di bulan yang
sama dengan bulan pernikahan orang tua alon pengantin pria atau wanita. Jadi
setelah bulan dan tanggal disepakati kedua belah pihak maka persiapan
masing-masing keluarga akan segera dilaksanakan. Persiapan ini menyangkut
persiapan mahar yang akan dibawa dari pihak mempelai pria ke rumah
mempelai wanita pada hari pernikahan nantinya®.

Di pihak mempelai wanita pun melakukan beberapa persiapan
dilakukan. Biasanya perayaan atau penyelenggaraan pernikahan di rumah
mempelai wanita lebih besar dari pada di rmah mempelai pria. Karena pada
umumnya, di Desa ini mempelai pria akan ikut dan tinggal di rumah si istri

setelah mereka menikah. Persiapan untuk mengundang berapa banyak orang,

8 KH. Junaidi, Praseno, M. Shodik, SH, Kutipan Hasil Wawancara, Persiapan Tradisi Penyerahan Barang
Gawan , Tanggal 23-24 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.



58

menyembelih berapa ekor Sapi atau Kambing dilakukan di pihak mempelai
wanita. Karena di sanalah akad nikah akan dilaksanakan.

Pada saat lamaran untuk menetapkan bulan dan tanggal pernikahan ini,
keluarga pihak mempelai pria menyerahkan braghad. Braghad adalah
sumbangan dari pihak keluarga mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai
modal awal biaya pernikahan nanti. Braghad berbentuk sejumlah uang untuk
biaya mengurusi akta nikah ke KUA dan juga berupa sumbangan beras, gula
dan kopi dan bahan-bahan mentah lainnya.

Jika Braghad ini diserahkan semata dalam bentuk uang saja maka
Jjumlahnya bisa mencapai sekitar satu juta rupiah lebih. Tapi jika Braghad ini
ditambah dengan beberapa bahan makanan pokok, maka jumlah uangnya
hanya sekitar 600 ribu rupiah.

Penyerahan Braghad ini diartikan sebagai bentuk kesepakatan untuk
melaksanakan penyelengaraan pernikahan di rumah mempelai wanita pada
bulan dan tanggal yang telah dimusyawarahkan kedua belah pihak.

Setiap akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita dengan
mendatangkan penghulu dan modin. Akad nikah ini dilangsungkan dalam
suatu acara walimatu al-‘ursy yang dihadiri tokoh Desa, baik tokoh agama

maupun tokoh masyarakat serta para tetangga dan kerabat yang diundang®.

% KH. Junaidi, Praseno, M. Shodik, SH, Kutipan Hasil Wawancara, Persiapan Tradisi Penyerahan Barang
Gawan , Tanggal 23-24 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.
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2. Lamaran
Utomo, S.H (Modin) Desa Brengkok Kecamatan Brondong menyatakan:

Lamaran yang dimaksud adalah datangnya rombongan dari Dihak mempelai
pria kerumahnya mempelai wanita, lamaran ini biasanya berupa rombogan
yang mengangkut barang Gawan dengan diangkut pikup yang kadang-kadang
nyampek 2-4, yang dibawa itu berupa tempat tidur lengkap dengan kasur
sama sprinya, lemari tempat kosmetik lengkap sama peralatan kosmetiknya,
lemari tempat baju lengkap sama bajubajunya, kursi, begitu Jjuga piring-
piring, sendok, mangkok, tempat nasi dan lain sebagainya, slain itu tidak
lepas dengn makanan khas pernikahan yakni ponar, kue-kue, nasi, lengkap
sama ikannya, ini emua dibawa pada watu mengiringi beragkatnya calon
mempelai pria kerumahnya mempelai wanita dan biasana yang menata semua
barang bawaan itu adalah angotakeluarga pihak mempelai pria. Dan yang
perlu diketahui bahwa barang bawaan ini bukan mahar, karena kalau mahar
itu ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita, sedangkan barang
bawaan ini hanya sebatas pemberian dan tidak ada permintaan khusus dari
mempelai wanita’".

Lamaran ini bukanlah lamaran dalam artian meminang, melainkan
kedatangan rombongan keluarga mempelai pria ke rumah mempelai wanita
pada hari pernikahan. Pada saat lamaran inilah semua barang-barang
diserahkan. Barang-barang Gawan ini akan diangkut dengan dua mobil pick
up, sementara rombongan keluarga dalam iring-iringan mobil.

Masing-masing orang dalam rombongan itu membawa ‘hantaran’ yang
berbeda mulai dari bahan makanan mentah hingga makanan Jadi seperti kue-
kue basah, makanan khas pernikahan seperti Ponar. Dalam rombongan ini
alat-alat kosmetik dan seperangkat pakaian maupun perhiasan dibawa oleh

kaum perempuan dari keluarga mempelai pria. Sedangkan rombongan laki-

%! Utomo, S.H (Modin) Desa Brengkok Wawancara (Brengkok tanggal 23 Februari 201 1)
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laki membantu pengangkutan barangbarang seperti lemari, kursi- meja dan
dipan/ tempat tidur dari kayu®’.

Barang-barang ini langsung ditata dan diatur oleh keluarga mempelai
pria. Termasuk dalam mengatur dipan, memasang seprai dan sarung bantal
serta mengatur tata letak barang-barang pecah-belah dilakukan langsung oleh
keluarga mempelai pria.

Dan menjadi pantangan selama dalam proses ini Jika anggota keluarga
mempelai wanita turut membantu. Sebelumnya keluarga mempelai wanita
telah menyiapkan ruangan dengan mengosongkan salah satu kamar di rumah
mereka untuk tempat barang-barang Gawan dari pihak mempelai laki-laki ini.

Lamaran ini akan dibalas pada hari itu Juga. Artinya hantar-hantaran
dari pihak mempelai wanita ke keluarga mempelai pria. Hanya saja hantaran
ini hanya dalam bentuk makanan jadi saja, seperti nasi, lauk daging, kue Ponar
yang dihias, kue-kue basah dan lainnya. Tak lupa perangkat baju laki-laki
mulai sarung, kemeja hingga kopiah.

Dalam prosesi lamaran ini, jika kedua mempelai sama-sama berasal
dari Desa Brengkok, maka sepenuhnya tradisi membawa barang perlengkapan
rumah tangga ini akan dengan sendirinya dilaksanakan secara sempurna®.

Biasanya pihak keluarga laki-laki telah mempersiapkannya jauh-jauh

hari. Jika kebetulan calon mempelai laki-laki memiliki kemampuan dalam

* Utomo, SH, Kutipan Hasil Wawancara, Persiapan Prosesi Lamaran Penikahan dalam Penyerahan
Barang Gawan , Tanggal 23 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.
* http/fwww.anneahira.com/lamaran-pernikahan-5919. htm
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mengerjakan kerajinan kayu, maka ia akan membuat sendiri barang-barang
yang akan dibawanya sebagai bagian dari mahar tersebut.

Tetapi jika ia tak memiliki kemampuan mengerjakan itu sendiri, ia
akan mendapatkannya dengan jalan menyuruh orang lain atau membelj barang
jadinya saja.

Jika pemnikahan terjadi antara laki-laki luar Desa apalagi luar
Kabupaten hingga luar pulau dengan perempuan dari Desa Brengkok, maka
tradisi ini tidak diberlakukan. Akan tetapi ada semacam kompensasi yang
berbentuk penyerahan sejumlah uang atau perhiasan emas dengan nilai kurang
lebih lima juta rupiah sebagai pengganti dari barang-barang mahar berbentuk
perlengkapan rumah tangga yang biasa diserahkan itu®*.

Jika mempelai laki-lakinya adalah warga Desa Brengkok dan
mempelai perempuannya dari luar Desa. Maka tradisi ini akan diberlakukan
sekalipun sama sekali tidak ada permintaan atau kewajiban dari keluarga
mempelai perempuan. Karena ini merupakan ‘kewajiban; yang dibebankan
pada keluarga laki-laki.

Sehingga ada rumor di luar Desa Brengkok bahwa akan beruntung
seorang perempuan jika bersuamikan laki-laki dari Desa Brengkok karena

banyaknya mahar yang akan diterima pihak perempuan®.

% http://minwyu.wordpress.oom/ZOl0/02/Ol/persiapan-pernikahanlamaran/
% Utomo, S.H, Kutipan Hasil Wawancara, Persiapan Prosesi Lamaran Penikahan dalam Penyerahan
Barang Gawan , Tanggal 23 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.
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Hampir semua pernikahan di Desa Brengkok, tradisi ini diberlakukan
secara turun temurun dan berlangsung hingga saat ini. Sehingga seorang laki-
laki tidak akan berani melamar seorang perempuan, jika belum memiliki
persiapan untuk membawa mabhar ini. lain lagi kalau hanya melamar untuk
bertunangan saja. Untuk menetapkan sebuah pernikahan, pihak keluarga calon
mempelai laki-laki pastilah terlebih dahulu mempersiapkan keberadaan
barang-barang perlengkapan barang rumah tangga ini.

Sebagai tradisi penyeimbang, maka keluarga pihak perempuan akan
mempersiapkan tempat tinggal untuk pasangan baru ini. Tradisi yang
umumnya sudah mendarah daging adalah jika sebuah keluarga mempunyai
seorang anak perempuan maka orang tuanya berkewajiban menyiapkan
sebuah rumah untuknya nanti dalam rangka persiapan berumah tangga.

Sedangkan keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki
berkewajiban membentuk anak laki-lakinya mamiliki kemampuan untuk
bekerja menghasilkan uang yang akan dipakainya nanti jika akan menyiapkan
mahar pernikahannya®®.

3. Prosesi Pernikahan

Prosesi Ijab Qabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita begitu

rombongan dari keluarga mempelai pria sudah hadir. Pada saat ljab Qabul ini

diucapkan secara terang-terangan, jenis mas kawin yang sebelumnya telah

% KH. Junaidi, Praseno, M. Shodik, SH, Kutipan Hasil Wawancara, Persiapan Tradisi Penyerahan Barang
Gawan , Tanggal 23-24 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.
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diminta mempelai wanita. Biasanya mas kawin berupa emas minimal dua
gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang yang tidak lebih dari
satu juta setengah rupiah’’.

Demikian pula mahar berbentuk barangbarang perlengkapan rumah
tangga itu tidak disebutkan dalam ljab Qabul karena dianggap sebagai mahar
tambahan sekalipun sifatnya juga ‘wajib’ secara adat.

Setelah ljab Qabul dilaksanakan maka mempelai pria akan berkeliling
menyalami semua undangan laki-laki dan mempelai wanita akan berkeliling
menyalami undangan perempuan yang sebagian adalah dari pihak keluarga
mempelai pria. Setelah itu barulah mereka akan memasuki peraduan yang
telah dipersiapkan®.

Pada saat Tongkepan nantinya kedua mempelai akan ikut serta dalam
rombongan dari mempelai wanita ke keluarga mempelai pria. Tetapi mereka
akan ikut pulang kembali ke rumah mempelai wanita untuk seterusnya akan
bertempat tinggal di sana. Pada saat lamaran dan 7ongkepan ini kedua
mempelai mengenakan pakaian pengantin®.

Biasanya jika bukan pakaian pengantin ala Jawa Timuran dengan
kebaya dan sanggul untuk mempelai wanita dan kain serta blangkon untuk

mempelai pria, maka pasangan pengantin akan memakai busana yang disebut

%7 http://www.indonesiabrides.com/categories/Pernikahan/Prosesi-Pernikahan/

%8 KIL Junaidi, Praseno, M. Shodik, SII, Kutipan 11asil Wawancara lersiapan Tradisi Penyerahan Darang

Gawan , Tanggal 23-24 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.

* Utomo, S.H, Kutipan Hasil Wawancara, Persiapan Prosesi Lamaran Penikahan dalam Penyerahan
Barang Gawan , Tanggal 23 Februari 2011, di Brengkok Kecamatan Brondong, 2011.



Islami, yaitu dengan memakai jilbab atau kerudung yang dimoditikasi
sedemikian rupa dan gaun panjang pengantin untuk mempelai wanitanya serta
cukup dengan memakai celana dan jas bagi mempelai prianya.

Busana kedua mempelai akan penuh dengan rangkaian bunga Melati
asli yang sengaja disiapkan untuk itu. ada kepercayaan bahwa bunga Melati
yang dipakai pengantin baru, jika dicuri oleh seorang lajang maka akan cepat
bertemu jodohnya.

Barang-barang Gawan yang dibawa sebagai mahar menjadi milik
penuh si istri setelah pelaksanaan pernikahan. Orang tua si istri tidak memiliki
hak untuk memakai atau menjualnya tanpa seizin anak perempuannya.
Demikian pula sang suami, bukanlah pemilik hak atas barang-barang itu.

Jika pernikahan itu tidak dapat bertahan baik dan terpaksa bercerai
dalam waktu yang tak lama dari pelaksanaan akad nikah dan mereka belum
mempunyai anak, maka barang-barang itu tetap menjadi milik si istri jika
perceraian itu tidak diakibatkan oleh kesalahan pihak istri. Tetapi jika
kesalahan yang menyebabkan perceraian itu ditimbulkan oleh pihak istri maka
sebagian barang-barang itu akan diminta kembali melalui proses perceraian

resmi di Pengadilan Agama Negeri'®.

1% Ibu Nurhayati Sekretaris Kantor Kecamatan Brondong, Dokumen KAC. Dan Pemberian Tradisi
Barang Gawan, pada tanggal 13 Maret 2011 di Kantor Kecamatan
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Pendapat 'Tokoh Masyarakat Tentang lradisi Barang Gawan dalam
Pernikahan Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Ro’is Syariah Pengurus Cabang NU Kecamatan Brondong menyatakan:

kalau saya memahami tentang tradisi yang ada disini adalah merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oeh pihak mempelai pria, karena hal ini jika
tidak dilaksanakan akan menjadi bahan omongan para tetangga, Alhamdulillah
walaupun disin ada tradisi seperti ini tidak memberatkan karena disini memang
pekerja meuble, atau membuat dipan, lemari, kursi, jadi tidak bingung lagi. di
Desa ini juga yang mempelai wanita menyiapkan rumah kosong, yakni buat
mengisi barang gawan yang dibawa oleh calon mempelai pria, jadi saya rasa
seimbang antara kewajiban mempelai pria maupun mempelai wanita. jika
mempelai pria dari luar Desa tidak harus mengikuti tradisi yang ada disini, akan
tetapi biasanya kebanyakan dari pihak mempelai pria ngasih uang terhadap
empelai wanita'"’.

Drs. H. Adnan Qomar, S.H. (Kepala KUA Brondong) mengatakan:

Sebenarnya semua kebiasaan disini, agak memberatkan karena walaupun yang
tidak punya apalagi yang kaya, tetap melaksanakan tradisi ini, walaupun saya
tidak tau persis dapat dari mana yang dibawa kerumah istrinya itu, entah itu
ngutang atau minta sumbangan terhadap familinya, karena biasaya disini sangat
kompak sekali, karena misalnya ada yang mau menikah, maka famili-familinya
yang menikah itu menyumbang entah itu berupa uang atau barang-barang'®.

M. Lutfi syafi'l (Mantan sckretaris Muhammdiyah Kecamatan Brondong)
Mengatakan :

Taradisi Barang Gawan ini sangat urgen bagi khayalak masyarakat desa
Brengkok, dalam setiap pernikahan barang-barang yang akan dibawa dalam
pernikahan satu bulan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga laki-
laki, dipandang karna sangat pentingnya barang-barang Gawan itu. Tradisi ini
sudah sudah turun temurun dilakukan bahkan sudah menjadi keharusan bagi
mempeilgi laki-laki untuk memberikan barang-barang Garang terhadap mempelai
wanita'™.

19 Rois Syariah Pengurus Cabang NU Kecamatan Brondong Wawancara (Brengkok tanggal 23
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Februari 2011)
Drs. H. Adnan Qomar, S.H. (Kepala KUA Brondong) Wawancara (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)

M. Lutfi syafi’l (Mantan sekretaris Muhammdiyah Kecamatan Brondong) Wawancara (Brengkok tanggal 23
Februari 2011)
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Sebagian besar masyarakat memahami tradisi ini sebagai sebuah bagian
yang tidak terpisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan di Desa
Brengkok. Hal ini dianggap ciri khas Desa yang berkaitan dengan pernikahan.
Dan ini berlaku bagi hampir semua anggota masyarakat, baik yang menengah ke
bawah apalagi yang menengah ke atas. Sehingga untuk bisa menikahi seorang
perempuan, laki-laki di Desa ini umumnya akan mempersiapkannya secara
matang dalam persoalan materinya. Bahkan jika kebetulan orang tua si laki-laki
cukup berada, bukanlah hal yang tabu jika seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan dalam keadaan belum memiliki pekerjaan tetap/ penghasilan tetap
asalkan orang tuanya sanggup memenuhi kebutuhan untuk mem elanjai
pernikahan lengkap dengan mahar barangbarang rumah tangga ini'®.

Jika seorang laki-laki belum menganggap dirinya siap untuk membawa
perlengkapan barang rumah tangga ini maka ia akan menunggu hingga semuanya
benar-benar siap. Karena hal ini dianggap penting, memiliki nilai tersendiri yang
intinya menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah siap menghidupi seorang
istri.

Barang-barang ini tidak disebut sebagai mahar secara verbal akan tetapi

dibahasakan sebagai barang Gawan. Siapnya barang-barang Gawan ini dianggap

1%4 Ro’is Syariah Pengurus Cabang NU Kecamatan Brondong, Kutipan Hail Wawancara, Tradisi
Barang Gawan Dalam Pernikahan, (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)
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sebagai siapnya keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan
tunangannya'®.

Dengan sendirinya tradisi ini dianggap tak perlu diberlakukan, jika
seorang anak gadis dilamar dan akhimya bertunangan dengan pemuda dari luar
Desa Brengkok, apalagi dari luar Kabupaten hingga luar Kabupaten Lamongan.

Tetapi biasanya besan dari luar itu akan menanyakan kebiasaan atau
tradisi yang berlaku di Desa Brengkok. Dan sebagai kompensasinya mereka akan
membayar mahar pengganti dengan sejumlah uang atau perhiasan senilai hingga
lebih lima juta rupiah.

Tidak terdapat patokan mengenai jenis barang dan model dari mahar yang
akan dibawa. Akan tetapi yang terpenting adalah kelengkapannya yang meliputi
lemari pakaian, lemari untuk tempat barang pecah-belah, lemari hias untuk tempat
kosmetika, dipan/ tempat tidur kayu, dan satu perangkat tempat duduk dengan
mejanya. Dipan/ tempat tidur akan dilengkapi dengan kasur, seprai, bantal-bantal
dan guling dengan sarung bantal dan guling, dan selimut'®.

Jika kebetulan keluarga pihak laki-laki adalah orang berada maka barang-
barang perlengkapan rumah tangga ini memiliki kualitas mahal dan dipesan secara
khusus dengan model yang khusus pula. Misalnya dipannya berukir, lemarinya

berukir dan ukurannya besar serta satu set kursi meja yang juga berkualitas. Kayu

1% Drs. 11 Adnan Qomar, S.II. (Kepala KUA DBrondong), Kutipan Ilasil Wawancara, Kekompakan Dalam
Merayakan Pernikahan (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)

1% Ro’is Syariah Pengurus Cabang NU Kecamatan Brondong, Kutipan Hasil Wawancara, Tradisi
Barang Gawan Dalam Pernikahan, (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)
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yang dipakai untuk membuat barang-barang ini terdiri dari kayu Jati, kayu
Mahoni hingga Akasia'?’.
Dampak Tradisi Pemberian Barang Gawan Dalam Perkawinan

Secara umum, tradisi memiliki dampak positif karena memberikan
semangat tersendiri bagi seorang laki-laki yang suatu saat nanti akan menikah.
Secara ekonomi, tradisi ini memberikan penekanan dan tuntutan pada pihak
keluarga yang mempunyai anak laki-laki jika sudah tiba masanya hendak melamar
seorang gadis untuk jadi istri. Secara sosial dan keagamaan, sejauh ini tidak ada
yang memprotes ataupun melarang serta menentang, baik secara langsung atau
tidak akan adanya tradisi ini.

Jika memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membawa
mahar ini maka masyarakat tidak akan menghukum ataupun memberikan sanksi
baik secara moral maupun sosial. Tetapi bagi orang yang dipandang mampu untuk
mngupayakan keberadaan barang-barang mahar ini tetapi tidak melaksanakannya
maka akan menjadi cemoohan tersendiri.

Akhirnya, seorang laki-laki haruslah mempersiapkan betul bekal
ekonominya sebelum melaksanakan pernikahan. Karena persoalan kesanggupan
memberikan mahar ini dipandang penting dan sudah menjadi tradisi. Seorang laki-
laki terkadang harus menunggu kesanggupannya sendiri untuk memiliki barang-

barang mahar ini sebelum menikah. Baik diupayakan oleh keluarga ataupun oleh

107

Ro’is Syariah Pengurus Cabang NU Kecamatan Brondong, Kutipan Hail Wawancara, Tradisi
Barang Gawan Dalam Pernikahan, (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)
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dirinya pribadi secara langsung. Ada juga yang menunda pernikahannya sampai

dia mendapatkan dana untuk menikah'®,

1% Drs. H. Adnan Qomar, S.H. (Kepala KUA Brondong), Kutipan Hasil Wawancara, Tradisi Pemberian Barang
Gawan di Desa Brengkok (Brengkok tanggal 23 Februari 2011)



BAB 1V

BARANG GAWAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. ‘'I'radisi penyerahan Barang Gawan dalam perkawinan
Salah satu dari tujuan dan sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga
sakinah, untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut tidak lepas dengan adanya
hak-hak dan kewajiban suami-istri.
Begitu juga tradisi yang ada di Desa Brengkok mengenai kewajiban
seorang suami yakni mahar dan barang gawaan yang harus dibawa oleh mempelai
pnia terhadap mempelai wanita waktu acara pernikahan. Seperti yang telah di

jelaskan dalam al-Qur’an Q.S. 4 al-Nisa’: 4
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"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makaniah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Q.S. 4 al-Nisa’: 24
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"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai
ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka
isteri-isteri yang 1elah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan
tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pemberian mahar merupakan lambang kesungguhan seorang suami
terhadap istrinya, selain itu akan mencerminkan kasih sayang dan kesediaan
suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah
tangga dan keluarga.

Mengenai penyerahan Barang Gawan ini barang-barang yang diberikan
terhadap calon mempelai wanita bukanlah termasuk mahar akan tertapi ”hadiah”
yang tidak ada permintaan khusus daripihak mempelai wanita berbeda dengan
mahar, mahar memang sudah termasuk permintaan yang khusus dari pihak
mempelai wanita dan diberikan khusus pada waktu akad nikah.

Di Desa Brengkok ini, prosesi ijab qabul dilaksanakan di rumah mempelai
wanita, pada saat ijab qgabul itulah maskawin itu diucapkan dengan terang

terangan yang sebelumnya telah diminta oleh mepelai wanita. Biasanya maskawin

berupa emas minimal 2 gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang
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yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, seperti yang dijelaskan dalam al-
qur’an Q.S. 24 an-Nur:. 32
T 155 0 o e G by s AT 25
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"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha
Mengetahui.

Ayat diatas memberikan motivasi kawin, tidak perlu kuatir, atau dibayangi
ketakutan yang berlebihan, Allah menjanjikan akan memberikan karunianya
(Rizki) yang cukup manakala calon mempelai itu miskin. Dalam pemberian
“Mahar” Islam mempermudah “Walaupun Cincin Besi” cukup.

Maksud ayat di atas juga berarti manakala beban biaya pernikahan itu
semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap
kesucian kehormatan laki-laki dan perempuan Semakin besar dan tinggi beban
perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin
berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah pezinaan serta pemuda
dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang yang di kehendaki Allah.

Mahar dimaksudkan untuk menghargai wanita, sebagai ganti pengorbanan
yang diberikan oleh pihak wanita. Oleh karena itu pemberian penghargaan

hendaknya (harta) yang bernilai. Semakin tinggi status sosial seorang wanita,
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biasanya semakin tinggi nilai mahar yang akan diberikan, misalnya perhiasan-
perhiasaﬁ yang tinggi nilainya seperti Mutiara, Cincin Zamrud dan permata-
permataperhiasan lainnya seperti kalung.

Tetapi Islam juga tidak menetapkan nilai mahar pada batas maksimal
maupun minimal, itu tergantung kepada 'wrf yaitu tradisi suatu tempat dan
masyarakat, meski seperti itu Islam menganjurkan kita agar mengambil jalan
tengah yang tidak menentukan mahar telalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.
Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi Barang Gawan Dalam
Perkawinana

Tokoh Masyarakat Desa Brengkok dalam memahami tradisi ini, sebagai
sebuah bagian yang yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan
pernikahan. Hal ini memang sudah dianggap ciri khas Desa Brengkok. Dan ini
berlaku bagi semua anggota masyarakat, baik yang menengah kebawah atau
menengah keatas. Barang-barang ini tidak dianggap mahar secara verbal akan
tetapi dianggap sebagai Barang Gawan. Siapnya barang Gawan ini dianggap
sebagai siapnya keluarga pihak mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya
dengan tunagannya.

Perlengkapan yang dibawa meliputi lemari pakaian, lemari untuk barang
pecah belah, lemari hias untuk kosmetik, dipan tempat tidur, seperangkat kursi,
kasur bantal, sprei, dan selimut dan lain sebagainya.

Dalam tradisi ini mansyarakat memahami bahwa: Barang Gawan dalam

pernikahan intinya:
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a. wajib karena tradisi ini merupakan suatu kebiasaan turun temurun dan
sampai sekarang ini.

b. Menjaga keharmonisan, artinya jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka
akan menjadi bahan omongan orang-orang disekitarnya.

Tradisi 1ni, tidak bertentagan dengan dengan hukum Islam, sepanjang
tidak mendatangkan musyaqqat (kesulitan) apalagi mafsadah, dan
maslahahnya jelas bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai, Masyarakat
Brengkok tetap menganggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat
Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara
seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan
keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga.
Akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan
hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak
suami. Terjadinya perkawinan, berari berlakunya ikatan kekerabatan untuk
dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan
damai'®.

C. Tradisi Pemberian Barang Gawan dalam perkawinan perspektif *urf.
Tradisi Pemberian Barang Gawan dalam perkawinan ini, jika ditinjau dari
sudut pandang islam bahwa tradisi adalah “’kebiasaan” atau adat” Masyarakat

yang telah melakukan berulang kali secara turun temurun.

1% Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995), 70.
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"Tradisi adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan
oleh mereka yang berupa percakapan, perbuatan, atau sesuatu yang di
tinggalkan"

Oleh karena itu tradisi ini merupakan adat atau tradisi, hal ini
diindikasikkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Tradisi ini telah dipercaya, di amalkan dan dipertahankan oleh masyarakat
Brengkok secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu
perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat yang sangat urgan bagi
mempelai pria, karena jika perbuatan itu hanya di amalkan sekali, maka
perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi.

Tradisi ini bisa dibuktikan dengan dengan keterangan informan yang
di interview oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan
keterangan atau informasi bahwa tradisi ini telah diamalkan dan
dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu.

b. Tradisi ini telah diketahui oleh seluruh masyarakat Brengkok pada khususnya
dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga
dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan, dan perbuatan yang
merupakan komponen atau wujud dari suatu yang dikerjakan yang apabila
dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tardisi membawa

perlengkapan perabot rumah tangga dalam perkawinan ini termasuk pada :
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a. Dari segi obyeknya tradisi ini masuk pada al-'Arf al-’Amali (adat istiadat/
kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan al-'Urf al-
'‘Amali adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanankan
perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna
perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Di tetapkannya tradisi masuk dalam cakupan ini karena tradisi ini
merupakan perbuatan manusia , oleh karenanya tidak bisa dikategorikan
sebagai al-‘'Urf al-Lafdzi (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk
kebiasaan).

b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada al-’urf Al-khas (tradisi yang
khusus) yaitu kebisaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat
tertentu saja. Tradisi ini masuk pada dalam jenis dengan argumen, bahwa
tradisi ini hanya terdapat di Desa Brengkok, oleh karenanya tradisi ini
tidak bisa dimasukkan pada jenis al- 'Urf al- 'Am (tradisi yang umum) atau
kebiasaan yang tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan
diseluruh daerah.

c. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk masalah ini dapat di
identifikasi, apakah tradisi perkawinan ini bisa dikatakan sah atau tidak
dari sudut pandang 'Urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi

sangat penting dan sinifikan

=LY LsY! (3 oYl
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Bersandar pada kaedah, pada dasarnya tradisi ini hukumnya boleh,
mengenai permasalahan ini para ulama ushul figih merumuskan suatu
kaedah fighiyah berkaitan dengan adat.

Tradisi ini sudah dianggap adat kebiasaan, dan dapat dikatakan sebagai

hokum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pebuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini

menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan

maksiat

. Perbuatan, perkataan, yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan

bahwa telah menjadi kebiasaan hidup masyarakat sekitar.

. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun as-

Sunnah

. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang

sejahtera’'°.

Dari daerah tersebut menuntut penulis, apakah tradisi ini yang
terjadi di Desa Brengkok tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu
kebiasaan yang dapat dijadikan hukum ?

"Urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia

sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman dan keharmonisan.

110

Muchlis Usman Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah: pedoman dasar dalam istimbath hukum.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
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Kalau dilihat dan syarat-syarat tersebut maka tradisi ini yang
terjadi di Desa Brengkok tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan,
disebabkankan karena tradisi ini bisa diterima akal sehat da nada
maslahahnya, tidak mendatangkan kesulitan bagi masyarakat desa tersebut

dalam menjalankan perkawinan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa
Brengkok setiap akan melaksanakan pernikahan diantaranya seperti: persiapan,
lamaran, prosesi pernikahan.

Tradisi di Desa Brengkok identik dengan Barang Gawan (barang bawaan)
dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain mas kawin yang diserahkan
langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang Gawan
dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Tradisi penyerahan Barang Gawan ini menjadi sebuah keharusan bagi
seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai
wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pna
tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah,
walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu.

Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya
melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja
terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang Gawan pada
saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia

mampu membeli barang-barang tersebut.

79
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Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan mempelai, akan
tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun hal
ini menjadi keharusan bahkan diwajibkan bagi masyarakat Brengkok.

Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon
mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Brengkok Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan tidak sama sekali berfentangan dengan hukum
Islam

B. Saran-saran

1. Sebelum nilai-nilai Tradisi ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari
warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini
diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan
berubah dan berganti setiap waktu.

2. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih
meningkatkan tradisi yang dinilai baik. Sebaliknya meninggalkan kelemahan

~ yang bersifat manusiawi “no body is perfect” apalagi memadukan adat-
istiadat yang tidak Islami.

3. Hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang
pada dasamnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan system
kemasyarakatan dimasa-masa mendatang.

4. Perubahan adat istiadat akan terus mengkuti perkembangan masyarakat, oleh
karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan, melainkan

kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena
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paksaaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian
di dalam masyarakat.
Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam

membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawina.
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